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BUPATI BELITUNG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG 

NOMOR 10 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG 

NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI BELITUNG, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya perubahan 

kebijakan nasional berupa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perencanaan 

pembangunan, keuangan daerah dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah maka perlu dilakukan penyesuaian 

terhadap kebijakan Pemerintah Pusat;  

b. bahwa penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) telah berdampak antara lain perlambatan 

pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan penerimaan 

daerah dan peningkatan belanja daerah serta 

pembiayaan khususnya untuk pencegahan dan 

penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

c. bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 264 ayat 

(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 

diubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Rencana.... 

SALINAN 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Belitung Tahun 2018-2023; 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja               

di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah.... 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan 

Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta 

Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 

Republik.... 
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Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); 

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019         

Nomor 1447); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 3 Tahun  2017 tentang Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2017 Nomor 3 seri E); 

 

17. Peraturan.... 
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17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10              

seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 seri E); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Belitung Tahun 2010 Nomor 1); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 

2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung 

(Lembaran Daerahg Kabupaten Belitung Tahun 2018 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Belitung Nomor 47); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung            

Nomor 54); 

 

 

 

Dengan.... 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG 

dan 

BUPATI BELITUNG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 

TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 

2018-2023. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019    

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Nomor 54), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 

2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Belitung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Badan.... 
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6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung. 

7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau 

tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah 

antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, 

akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia 

usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 

kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan 

serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi 

Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan 

termarginalkan. 

8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik 

untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah 

untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan 

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan 

daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangannya. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya 

masa jabatan Kepala Daerah. 

11. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan 

dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan 

oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya 

menggunakan pendekatan teknokratik sebelum 

terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

13. Rencana.... 
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13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 

5 (lima) tahun. 

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan 

pembangunan daerah. 

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. 

18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan 

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari 

pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

19. Strategi adalah langkah berisikan program-program 

sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat 

Daerah untuk mencapai sasaran. 

20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 

Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 

bertahap sebagai penjabaran strategi. 

21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas 

dan fungsi. 

22. Program Perangkat Daerah adalah sekumpulan Rencana 

Kerja suatu Perangkat Daerah. 

23. Program pembangunan Daerah adalah program strategis 

Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

sebagai.... 
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sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai 

sasaran RPJMD. 

24. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai 

alat ukur untuk pencapaian kinerja suatu sasaran dalam 

bentuk dampak (impact). 

25. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa 

barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber 

daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. 

26. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 

dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode 

waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program. 

27. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah 

berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari 

pencapaian hasil (outcome) beberapa program. 

28. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut 

RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum 

dari wilayah Daerah Kabupaten, yang mengacu pada 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata 

ruang pulau/kepulauan dan Rencana Tata Ruang 

Kawasan Strategis Nasional. 

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

 

Pasal 6 

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2018-2023 meliputi:  

a. BAB I : PENDAHULUAN memuat latar belakang, 

dasar hukum penyusunan, hubungan 

antar dokumen, maksud dan tujuan,  dan 

sistematika penulisan. 

 

 
b. BAB.... 
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b. BAB II :  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

memuat aspek geografi dan demografi, 

aspek kesejahteraan masyarakat, aspek 

pelayanan umum dan aspek daya saing 

daerah. 

c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

memuat realisasi kinerja keuangan masa 

lalu, kebijakan pengelolaan keuangan 

masa lalu dan kerangka pendanaan. 

d. BAB IV  :  PERMASALAHAN DAN ISU-ISU 

STRATEGIS DAERAH memuat analisis 

permasalahan pembangunan dan isu 

strategis pembangunan daerah 5 (lima) 

tahun kedepan. 

e. BAB V  : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. 

f. BAB VI  :  STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

memuat strategi, arah kebijakan dan 

program Pembangunan Daerah dalam 

rangka mencapai tujuan dan sasaran 

RPJMD dengan efektif dan efisien. 

g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN 

PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

PERANGKAT DAERAH memuat program 

prioritas dalam pencapaian visi dan misi 

serta seluruh program yang dirumuskan 

dalam renstra Perangkat Daerah beserta 

indikator kinerja, pagu indikatif target, 

Perangkat Daerah penanggung jawab 

berdasarkan bidang urusan.  

h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH memuat 

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan 

misi, dari sisi keberhasilan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

khususnya dalam memenuhi kinerja 

pada.... 
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pada aspek kesejahteraan, pelayanan, 

dan daya saing melalui indikator kinerja. 

i. BAB IX  :  PENUTUP memuat harapan pencapaian 

dari dokumen RPJMD yang telah 

ditetapkan. 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung. 

 
 

Ditetapkan di Tanjungpandan 

pada tanggal 31 Desember 2021 

BUPATI BELITUNG, 

 

ttd. 

 

SAHANI SALEH 

Diundangkan di Tanjungpandan 

pada tanggal 31 Desember 2021  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BELITUNG, 

 

ttd. 

 

MZ. HENDRA CAYA 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 10 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (10.79/2021) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG 

NOMOR  10 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG 

NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023 

 

I.  UMUM 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Belitung merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Belitung untuk 

periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan 

sekaligus acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten 

Belitung dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung ini 

dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memuat visi dan misi, arah dan 

kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan 

daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator 

kinerja daerah dari Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi 

Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana 

kerja pendanaan yang bersifat indikatif. 

Sejak Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Belitung Tahun 2018-2023 ditetapkan pada Bulan Juni 2019, telah 

terbit beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait 

perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 

130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi 

Pemerintahan.... 
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Pemerintahan Daerah pada prinsipnya bertujuan untuk 

mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan 

keuangan daerah. 

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

juga telah ditetapkan pada awal Tahun 2020 dan menjadi pedoman 

pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun kedepan. Kebijakan   

pembangunan   nasional   ini   dalam pelaksanaannya perlu mendapat 

dukungan dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah 

serta masyarakat. 

Seiring dengan berjalannya waktu, di awal Tahun 2020 telah 

merebak wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berawal dari 

Cina. Pada 2 Maret 2020 virus ini mulai ditemukan di Indonesia dan 

sampai saat ini masih terus menyebar. Pandemi COVID-19 telah 

menyebar ke seluruh provinsi dan menyerang tidak saja aspek 

kesehatan namun juga berdampak ke aspek sosial, ekonomi, keuangan 

dan yang lainnya. Berbagai permasalahan muncul dan menyebabkan 

Pemerintah dan pemerintah daerah mengambil kebijakan dan langkah 

konkrit termasuk aspek pendanaan untuk percepatan penanganan 

COVID-19 antara lain dengan melakukan realokasi dan refocusing APBN 

dan APBD Tahun 2020. 

Dalam rangka keselarasan kebijakan dan prioritas pembangunan 

nasional dan daerah serta merespon perkembangan keadaan, maka 

perlu dilakukan penyesuaian dokumen RPJMD. Perubahan RPJMD 

didahului dengan evaluasi hasil pembangunan selama 1 (satu) tahun 

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. 

Berdasarkan evaluasi hasil RPJMD, maka direkomendasikan 

untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-

2023. Hal ini dikarenakan memiliki beberapa acuan dasar hukum, 

sebagai berikut: 

a. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila 

berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan  

Perkembangan.... 
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perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat; 

b. Pasal  342  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat 

dilakukan apabila: 

1. hasil   pengendalian   dan   evaluasi   menunjukkan   bahwa   

proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara 

penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

2. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi 

yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; dan 

3. terjadi perubahan  yang  mendasar, mencakup terjadinya bencana 

alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, 

gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan 

kebijakan nasional. 

Berdasarkan.... 
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Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan 

diatas, perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 

memenuhi amanat Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Pasal 342 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RPJMD Kabupaten 

Belitung diharapkan dapat mewujudkan perencanaan yang efektif, 

efisien, dan mampu merespon perubahan dan perkembangan keadaan. 

Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten 

Belitung Tahun 2018-2023, sebagai berikut: 

1. penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat, antara lain: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dalam rangka untuk 

kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada 

masyarakat; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada prinsipnya 

bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan 

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; 

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; dan 

f. surat.... 
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f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 130/736/SJ tentang 

Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 

dalam rangka percepatan implementasi dan terwujudnya 

integrasi proses Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah; 

2. hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023; dan 

3. adanya bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

yang berdampak terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah digunakan 

sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah serta digunakan sebagai 

instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa 

berdasarkan ketentuan pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Perubahan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. 
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